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PUTUSAN 

Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Jth 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan 

Menguruh Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx 

Kabupaten Aceh Besar, sebagai  Penggugat;    

melawan 

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan 

POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx 

Kabupaten Bireun sebagai  Tergugat;  

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi 

di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 

2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Jth, 

tanggal 22 Agustus 2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa   pada   tanggal    08    Mei    2018,    Penggugat    dan    Tergugat    

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh 

Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 

0039/003/V/2018, tertanggal 08 Mei 2018;   
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  

Gayo Lues selama 9 bulan kemudian terakhir tinggal bersama di Bireuen 

selama 3 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :  

- xxxxxxxx 

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena :  

- Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak  harmonis,  sering terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran 

 yang  di sebabkan oleh Tergugat jarang berada di rumah, Penggugat 

dan Tergugat juga pernah cekcok karena masalah anak dan perempuan 

lain, pada bulan November 2022 kembali terjadi keributan antara 

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tiba-tiba mendiami 

Penggugat tanpa alasan;  

- Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  tahun 

 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan 

Tergugat telah mentalak tiga Penggugat pada tanggal 23 Juli 2023;  

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi 

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai 

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i’tikad baik lagi untuk 

menjalankan kehidupan rumah tangga; 

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat 

tersebut di atas  masih  di  bawah  umur  maka  Penggugat  mohon  

ditetapkan  sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak 

hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;   

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000 , biaya pendidikan Rp. 250.000 dan 

kesehatan Rp. 250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya 

per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima 

ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat 

dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan 

yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 

anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 
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dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan;   

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;   

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 

Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut: 

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxx);   

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak-anak  

yang bernama: 1. xxxxxxxx, lahir tanggal 26 April 2019 2. xxxxxx, lahir 

tanggal 16 Maret 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada 

Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;   

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah 

Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang 

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan 

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) 

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya 

pendidikan dan kesehatan;   

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxx);  

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:  

3.1 xxxxxxx, lahir tanggal 26 April 2019  

3.2 xxxxxxx, lahir tanggal 16 Maret 2022 

berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung 

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa 

atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup 

akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak 

tersebut;  

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak 

sebagaimana dalam dictum 3 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan 

yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa 

atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan 

memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini dihitung sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu 

rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada 

hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 

Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H  sebagai Hakim 

Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua 

Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 

11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi, 

S.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat; 

Hakim, 

dto 

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. 

Panitera Pengganti, 
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dto 

Abdul Hadi, S.H. 

 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp  50.000,00  
  2.   Proses   Rp150.000,00  
  3.   Panggilan   Rp450.000,00  
  4.   Redaksi   Rp  10.000,00  
  5.   Meterai   Rp  10.000,00  

    Jumlah Rp670.000,00 
    ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah )  
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